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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma
dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem

pemerintahan yang desentralisasi yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada

daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan
potensi wilayahnya Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah,
terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat

serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

di Indonesia tetap mendapatkan perhatian yang serius dan hinggasekarang menarik
untuk didiskusikan.Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah peletakan
titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas

undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Indonesi

a yang
disertai dengan berbagai

kebijakan didalamnya yang menyangkut aspek

Pengembangan otonomi daerah. Maka pemerintah daerah dengan berbagai cara
berusaha untuk memajukan daerahnya,

termasuk melakukan upaya-upaya
ningkatan kemandirian dalam pembiayaan.



Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan
peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang
memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi
tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam

yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika
PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi
dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong
perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, sehingga mampu mendorong
perekonomian dan pembangunan daearah tersebut, yang pada akhirnya dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber
ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar
berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah
salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi daerah.Pajak daerah dan retribusi
daerah merupakan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk

membiayai penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah
prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan
fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta
melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamikankehidupan masyarakat
yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga

e




kanbertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan

Fecara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi

endapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah
Eitetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk

elaksanaan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat
pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah
dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan
daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan

cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi

masing-masing.

Selama ini, pungutan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah
di atur dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daaerah dan
retribusi daerah yang mana sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah diberi

kewenangan untuk memungut 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah

Mengkhususkan penerimaan yang bersumber dari retribusi pasar,

punyai potensi yang cukup besar dibandingkan dengan penerimaan komponen-




komponen pendapatan asli daerah lainya, maka harus diketahui apakah

pengelolaan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan target pemerintah daerah
dan pemungutanya sudah tepat dan tidak ada pungutan retribusi yang tidak di setor
ke pemerintah daerah secara langsung karena permasalahanya yang di hadapi oleh
daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian retribusi daerah yaitu belum
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara

keseluruhan.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititip beratkan pada
Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Makassar berupaya
mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk
pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk
peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk Penyediaan Sarana Dan

Prasarana Perpasaran Khususnya Pasar Tradisional.

Pembangunan peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional
ditengah-tengah menjamurnya pasar-pasar modern membutuhkan investasi besar,
sementara disisi lain Pemerintah Kota Makassar menghadapi kendala dalam hal
keterbatasan Finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka
Pemerintah Kota Makassar membentuk PD.Pasar Makassar Raya berdasarkan
Perda Nomor : 12 tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan keluarnya SK. Walikota
Makassar Nomor : Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor
452/S Kep/511.2/2001tanggal 8 Mei 2001 tentang Penunjukan PD.Pasar Makassar
Rayasebagai Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Makassar..(PD.Pasar
Makassar Raya).

Kehadiran PD.Pasar Makassar Raya selain diharapkan dapat merumuskan

formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan




membangun sarana/prasarana perpasaran, PD.Pasar Makassar Raya juga
diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi

Pemerintah Kota dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin pesat,
PD.Pasar Makassar Raya juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat
tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi Pasar Yang
Nyaman, Aman, Rapi Dan Bersih.Untuk mencapai hal tersebut, maka PD.Pasar
Makassar Raya senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan
dalam pencapaian visi dan misi.Pada pendekatan pencapaian target, program
adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan

merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi (jasa) Pasar karena melihat
proporsi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kota
Makassar.Disamping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak Perusahaan Daerah
Pasar Makassar Raya Kota Makassar sudah maksimal dalam memungut Retribusi
(lasa pengelolaan) pada Pasar Terong Kota Makassar. Berdasarkan pemaparan
diatas, maka dalam penelitian ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti judul

Analisis Yuridis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pemungutan Retribusi

Pasar Di Kota Makassar”.




|.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan karya

ilmiah ini dirumuskan masalah yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan RetribusiPasar di PD.Pasar Makassar
Raya ?

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi

Pasar padaPD.Pasar Makassar Raya di Kota Makassar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan

sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi(Jasa
Pengelolaan) Pasar di Kota Makassar, khusus Pasar terong Makassar
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar, Khususnya Pasar Terong

Makassar

l.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan

lan untuk digunakan sebagai berikut:



1. Akademis
Secara akademis hasil peneliatian ini diharapkan berguna sebagai
suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan
dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun
pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan
dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Perusahaan
Daerah Pasar Makassar Raya dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi
(jasa pebgelolaan) pasar dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam

membina daerah otonomi di Indonesia.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini mengguanakan pendekatan
yuridis.Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai
doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (Jaw in books).Pendekatan ini

dilakukan melalui upaya pengkajian dan menganalisis asas-asas hukum, norma

hukum, dan pendapat para sarjana.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Terong dan Perusahaan Daerah Pasar
Makassar Raya kota Makassar, yang beralamat di jalan kerung-kerung no.68
Makassar. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk
melakukan pengelolaan terhadap retribusi pasar pada pasar Terong yang

merupakan salahsatu pasar yang berada dalam ruang lingkup Kota Makassar.




3. Jenis Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan yaitu:
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek dan atau objek
penelitian. Data tersebut berupa data dari hasil wawancara kepada Kepala
dan atau Anggota PD. PASAR RAYA KOTA Makassar.
b. Data sekunder, antara lain mencakup pengumpulan dan atau penelusuran
data berupa dokumen-dokumen dan atau jurnal-jurnal, buku-buku yang
berkaitan dengan masalah penelitian, maupun hasil-hasil penelitian terdahulu
yang berwujud laporan dan sumber media massa lainnya.
Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan maka teknik pengumpulan
data yang akan peneliti lakukan adalah dengan melakukan wawancara, yakni
mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab kepada pihak yang

terkait untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1Konsep pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula
pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993: 31). Pengelolaan pada dasarnya
adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu

perencanaan di perlukan untuk atau menurut IRwan (1997 : 5) bahwa :

Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu  penggerakan,
pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara

efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa manajemen merupakan
kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen adalah suatu proses atau
kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-
orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
Dengan demikian di dalam manajemen terjadi proses kegiatan seperti perencanaan,
pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah

di tetapkan sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan Silalahi (2011:6) bahwa :

Manajemen di definisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian,
pengaturan sumber daya, pengkomunikasian, pemimpinan, pemotivasian dan
pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan penggunaan sumber-sumber untuk

mencapai organisasional secara efektif dan secara efisien.

——
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Definisi terhadap istilah manajemen banyak diberikan oleh beberapa ahli
manajemen .dalam kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang dapat diterima

secara universal. Beberapa definisi manajemen antara lain :
Pengertian manajemen menurut Hasibuan (1996: 1) bahwa :

Manajemenmerupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya atujuan perusahaan,
pegawai dan masyarakat dengan manajemen unsur-unsur manajemen menjadi

efektif dan efisien dalam penggunaannya.

Lebih lanjut lagi Hasibuan (1996: 9) mengemukakan bahwa “Manajemen
adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mancapai tujuan

tertentu”.

Dengan demikian manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi.
Dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang sistematis dan berusaha memahami
mengapa dan bagaimana orang bekerja sama, dikatakan sebagai kiat karena
manajemen mencapai sasaran-sasaran melalui cara dengan mengatur orang lain
menjalankan tugas. Di pandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh

; keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi dan para profesionalisme dituntut

oleh suatu kode etik.

Maka dapatlah dikatakan pula bahwa manajemen adalah suatu proses untuk
lakukan suatu tindakan-tindakan agar menjadi efektif dan efisien. Dengan
mikian perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang

ukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang diinginkan.
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Menurut Terry (2009 :1) : “Manajemen adalah suatu proses atau kerangka
kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang

|
|
:
:
|
i
|
kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”.

Lebih lanjut Terry (2009: 10) bahwa :

Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud
karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya. Yakni output pekerjaan

yang cukup ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik.

Sementara pengertian manajemen sendiri menurut Hasibuan (2005 : 2)

bahwa :

Manajemen (management) berasal dari kata to manage yang berarti
mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses, dan
pertanyaan tentang apa yang di atur, mengapa harus diatur dan apa tujuan
pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisis, menetapkan tujuan /

sasaran serta mendeterminasi tugas -tugas dan kewajiban secara efektif dan

efisien.

Untuk lebih jelasnya menjawab pertanyaan di atas kita perlu menghayati,
mendalami serta memperkembangkan atau mempraktekkan manajemen dengan
baik.Dalam hal ini pengertian manajemen dapat lebih kita ketahui dengan

mempelajari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli seperti di bawah ini.

Menurut Haiman (Manullang, 2004: 11) “Manajemen adalah fungsi untuk

ncapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu

ujuan bersama”.
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<

Pengertian ini menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu fungsi yang
dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain

dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan.

Menurut Soemardi (1992: 3) ‘Manajemen adalah proses merencanakan,
mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi”.

Pengertian diatas memberikan pemahaman bahwa manajemen merupakan

proses kegiatan yang dilakukan dengan bantuan orang sehingga tujuan dan sasaran

dapat tercapai.

Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 1) unsur-unsur manajemen itu terdiri

dari 6 M yaitu :

Man, Money, Methode, Machine, Materials, Market. Sedangkan manajemen
itu sendiri berasal dari kata to manage yang artinya mengatur yang mana pengertian

mengatur disini adalah :

. Yang diatur adalah semua unsure manajemen, yakni 6 M.

. Tujuan diatur adalah agar 6 M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
mewujudkan tujuan.

. Harus diatur supaya 6 M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi
dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.

. Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitu pimpinan
puncak, manager madya, dan supervisi.

. Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urut-urutan fungsi

manajemen tersebut.
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erdasark i i
B an uraian di atas makg dapat kita pahami fungsi manajemen
mengandung beberapa kegiatan yaity perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan ke empat hal ini juga paling sering digunakan
dalam melaksanakan urutan kegiatan organisasi.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suaty proses yang melibatkan penentuan
sasaran atau tujuan organisasi. menyusun strategi yang menyeluruh untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki
rencana  secara  menyeluruh  untuk  mengintegrasikan  dan
mengkoordinasikan kegiatan. Maksud dari perencanaan adalah untuk
memberikan arah, mengurangi dampak perubahan, memperkecil
pemborosan, dan untuk menentukan standar yang digunakan dalam
pengendalian.Perencanaan juga merupakan sebuah analisis yang
menyeluruh dan sistematis dalam mengembangkan sebuah rencana
kegiatan.

Jadi dapat disimpulkan, perencanaan adalah suatu proses
pengembangan dan pengkoordinasian secara menyeluruh dari apa yang
sudah ada sekarang untuk menjadi lebih baik agar dapat mencapai suatu

tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pakar mengemukakan pengertian perencanaan seperti halnya
di bawah ini :
Menurut terry (2009:9) perencanaan adalah menemukan tujuan-tujuan
yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan dating dan apa

yang harus diperbuat agar dapat tercapai tujuan-tujuan itu”.
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Sedangkan  menuryt konzt dan donnel (1981:68) pengertian

perencanaan adalah :

Perencanaan adalah persiapan yang diatur dari setiap usaha
yang mewujudkan/ mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
Perencanaan merupakan alat strategis dalam menuntut jalanya
pembangunan dan sebagai tolak ukur dari berhasil tidaknya
pembangunan tersebut yang mengandung arti bahwa kegiatan
pembangunan gagal bias jadi karena aspek perencanaanya yang tidak
baik, begitu pula sebaliknya.

Dan sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan
pengelolaan  pemungutan retribusi pasar diterapkan  suatu
perencanaan (1) peninjauan lokasi pasar dan pendapatan penentuan
waijib retribusi pasar serta (2) penetapan target retribusi pasar.

b. Pelaksanaan

Apabila sudah dilakukan perencanaan, permasalahaan berikutnya
adalah bagaimana pelaksanaannya Kekayaan milik daerah harus dikelola
secara optimal dengan memperhatikan prinsip efiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Tjokkroamidjojo (1995: 98) mengemukakan bahwa :

“Pelaksanaan merupakan suatu proses yang dapat kita pahami dalam
bentuk rangkaiankegiatan yang berawal dari kebijaksanaan guna
mencapai tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam bentuk program”.

Sedangkan soemardi (1992:107) mengatakan bahwa :




pada peserta

“pPelaksanaan merupakan kegiatan yang menggerakkan

ot , ; ; o
organisasi untuk mencapai sasaran sesual sesuai dengan perencanad

termasuk memberikan insentif atau rangsangan dan hokum sanksi”

Serangkaian pendapat pakar diatas mengenai konsep pelaksanaan

merupakan suatu hal yang sangat penting karena serangkaian rencana

dan kebijakan yang telah diambil tanpa dilaksanakan maka hanya

merupakan tumpukan konsep yang tidak berarti. Pelaksanaan dalam

pengelolaan retribusi pasar terdapa tiga hal yang dipergunakan (1)

pemungutan retribusi pasar, (2) penyetoran retribusi pasar dan (3)

pembukuan dan penerimaan pelaporan.

. Pengawasan

Pengawasan merupakan salahsatu factor yang sangat esensial dalam

organisasi.Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan

sesuai rencana, instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan,

kelemahan dalam bekerja kemudian diperbaiki, dan dapat diketahui

apakah sesuatu dapat berjalan secara efektif atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa Pengawasan pada dasarnya diarahkan

sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan

atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif
dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang
berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana
| pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.Pengawasan juga dapat

mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai
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sejauhmana '
Peényimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja

tersebut.

2.2Konsep Keuangan Daerah

Keungan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangkapenyelenggaraan pemerintahan  daerah yang dapat dinilai dengan
uangtermasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hakhakdan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

Pengertian  keuangan daerah tersebut lebih luas dari pada
pengertiankeuangan daerah menurut PP No. 105 Tahun 2000 yang hanya beruang
lingkupAPBD. Sedangkan pengertian keuangan Daerah menurut PP No. 58 Tahun
2005 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
sertamelakukan pinjaman.

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahandaerah dan
membayar tagihan pihak ketiga.

c. Penerimaan daerah.

d. Pengeluaran daerah.

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang,surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaandaerah.

Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dan/atau

kepentingan umum.
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palam pengelolaan keuangan daerah terdapat empat asas pengelolaan

keuangan daerah yaitu:
1. Asas umum Pengelolaan Keuangan Daeran
2. Asas umum APBD
3. Asas umum Pelaksanaan APBD

4. Asas umum pentausahaan Keuangan Daerah.

2.3. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintah daerah, daerah

diberkan kewenangan untuk menecari dan mengembangkan penerimaan-

penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan
pendapan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan yang dikelola daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasal
6 dijelaskan pula, bahwa:“Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang
dikelola daerahmelalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
daerah,dan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah”,
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yangbersumber dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
*x dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk
. Memberikan  keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

R otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

SR AN L C B B AT
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Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan
psli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangatpenting karena
perolehannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan
dibenarkan oleh Undang-Undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya
manusia di setiap daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, sumber-sumber PendapatanAsli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2.4. Konsep Retribusi Daerah
Kebijkan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukan
dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat
memberikan insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah
yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya.
Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada
negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Menurut

Marihot Pahala Siahaan (2009, 616) bahwa:
‘Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
- Sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

j dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan

13T R

- R ———
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Sedangkan menurut Mahmudi dalam bukunya “Ma najemen Keuangan

paerah’ (2010: 25) mengatakan bahwa

-Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintahdaerah kepada

wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan
pemerintah".

Dari pendapat para ahli diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa retribusi
daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara
langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah
daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah

yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.
Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya berdasarkan uu

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah, sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tantang Pajak Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah. Seperti halnya pajak daerah,

retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi

Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaanya di masing-masing daerah,

PUngutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu

g-undangan yang berlaku.

K€pada peraturan perundan
erkait dengan Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang t

Wrut UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:




o

1

2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yan

. Retribusi dapat dikenakan kepada S

mengenyam jasa Yy
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Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikanoleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya Yyang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaansumber daya alam,

barang, prasarana, saran, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian pula, dari pendapat-pendapat diatas dapat diikhtisarkan ciri-ciri

okok Retribusi Daerah sebagai berikut:

Retribusi dipungut oleh daerah,
g diberikan Daerah yang

langsung dapat ditunjuk,
japa saja yang memanfaatkan, atau

ang disediakan daerah.




Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak dapat berlaku surut, dan

peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengenai :
1. Nama, objek, dan subjek retribusi;
2. Golongan retribusi, jasa umum, jasa usaha, dan petizinan tertentu;
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tarif;
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
6. Wilayah pemungtan;
7. Tata cara pemungutan;
8. Sanksi administrasi;
9. Tata cara penagihan;,

10. Tanggal mulai berlakunya.

Selain itu, peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan

mengenai:

1. Masa retribusi;

2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal tertentuy;

3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, yaitu melampaui

jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya.

 Tata cara dan pemungutan dan pemungutan retribusi tidak dapat

fongkan, artinya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan tidak diserahkan

pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan

aerah atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon atau
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palam hal wajib pajak tidak membayar pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah
untuk kepentingan pribadi atau badan.Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa

tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah pemda.

2.5. Objek dan Golongan jasa Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa

i
|
|
|
! objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah
I
1 daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut

refribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentuyang merupakan pertimbangan sosial

ekonomi layak dijadikan objek retribusi.

Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, vyaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan

atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
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gard

aran ili
na, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jeﬂiﬁ'jeni

y. Jenis

a.

b.

J-

s retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

-jenis Retribusi Jasa Umum:

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan:

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil;

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:

a.

b.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

Retribusi Tempat Pelelangan:

Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Penginapan!Pesanggrahal\ﬁlla;

Retribusi PenyedotanKakus;

Retribusi Rumah Potong Hewan,

Retribusi Pelayanan pelabuhan Kapal;
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Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga:

k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;

| Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

3 JeniS

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan; dan
d. Retribusi trayek.
Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umun, retribusi jasa usaha, dan

etibusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan

witeria tertentu.Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan
peraturan pemeritah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya
sshingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan
~ kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.Adapun penetapan jenis-jenis retribusi

perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun

. merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memeriukan koordinasi dengan

. instansi-instansi teknis terkait.

| Jenis-jenis pelaksanaan retribusi yang telah dikelola dan diusahakan oleh

\ kota Makassar dibagi dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

| 1-Retribusi Jasa Umum

a. Retribusi pelayanan kesehatan

b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

C. Retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat




e. Retribusi pengujian k
endaraan ber
motor

¢ Retribusi pemeriksaa

N alat pemada

Jas, m kebakaran

g. Retribusi pengujian kapal perikanan
h. Retribusi jasa ketatausahaan

i Retribusi ketenagakerjaan

j. Retribusi informasi dan komunikasi
2. Retribus Jasa Usaha
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

b. Retribusi tempat pelelangan ikan
Retribusi penyediaan/penyedotan.kakus
d. Retribusi pemeriksaan hewan/daging

e. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga

f Retribusi penyeberangan diatas air

3. Retribusi Perizinan Tertentu

a. Retribusi izin mendirikan pangunan

b Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

c. Retribusi izin gangguan/keramaian

d. Retribusi izin trayek

e. Retribusi izin jas2 konstruks!

perindustrian dan perdagangan

f Retribusi izin



: Konsep Retribusi Pasar
2' N

ebelum melangkah jauh
S Membahas tentang retribysi pasar, terlebih dahulu

: mberikan defenisi
penU“S me S| pasar.Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia

458" adalah:
unya ' :
.rempat pertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang

jang diperdagangkan".

pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa

| jengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan setujui oleh kedua

velah pihak yang bertransaksi.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menejelaskan bahwa:
| pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh

| pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan

| teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk

bangunan lainnya”

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah:

| ‘Pembayaran atas pelayanan penyedian fasilitas pasar berupa pelataran dan los
h dan khusus disediakan untuk

yang dikelola oleh pemerintah ~daera

| Pedagang’(Perda No.3 Tahun 2001):
an pasar merupakan salah satu jenis

Retribusi pasar atau retribusi pelayan

‘I ®ibusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.
h No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud

 Me ; )
| "Urut penjelasan Peraturan pemerinta
sederhana berupa peralatan,

. ™layanan pagar adalah fasilitas pasar tradisional atau
yand khusus disediaka

Milik Daerah dan pihak Swasta,

n untuk pedagang,

lo
S¥ang dikelola oleh pemerintah daerah,

e h
3 termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha .
pemerintah daerah untuk pedagang yaitu

-
s fasilitas [ain yang dikelol? oleh




pemadam kebakaran.

atau retribusi perizinan tertent

sa yang b
2) Jasa yang bersangkutan Merupakan kewenangan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisas;.

3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau
badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

5) Retribusi  tidak  bertantangan dengan  kebijakan  nasional
tentangpelaksanaannya.

6) Retribusi dapat dipungut sacara efektif dan efisien, serta merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyedian jasa tersebut dengan

tingkat dan kualitas layanan yang baik.

Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau
| . badan yang menggunakan fasilitas pasar, sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:

a. Penyedian fasilitas pasarltempat (kios, los, front toko, dan pelataran)

pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
b. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan
barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.

c. Keramaian pasar.




| engelola, memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut.




Per

pemsahaan yang ditunjuk langsung UNtuk melaksanak X
an kebi

, : jakan pemungutan
retribusi pasar di Kota Makassar, ynt It perlu juga diketah
iketa

. g ui mengenai Visi
e 5
gan Misi, WIUAN'CAN SRR TGRS Pokok dan fungsi, Struktur Organisasi, serta

Tugas tiap unit pegawai pada Perusahaan daerah Pasar Makassar raya Kota
Makassar.

1.Visi

Visi perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar yaitu

| ‘PASAR UNTUK SEMUA*. Visi ini didasari atas kondisi pasar yang dikelola oleh
perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar, persepsi pemerintah

Kota dan pasar mengenai pasar yang ada dengan berbagai permasalahan yang

dihadapi, menuntut adanya strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD.Pasar

Makassar Raya Kota Makassar meningkat di masa yang akan datang.
Strategi pemberdayaan pasar merupakan suatu sinergi dan mencakup
strategidibidang organisasi, fisik, pengelolaan dan strategi di bidang SDM.

Demikian pula dari dimensi waktu strategi tersebut dapat berupa strategi jangka

- Pendek, menengah dan panjang.

 2Misj

Mg PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah:

a. Menjadikan pasar sebagal tempat belanja utama, aman dan nyaman

ya kebutuhan barang dan jasa yang lengkap,

b. Menjamin tersedian

segar,

harga murah dan terjangkat




e. Meningkatkan Pendapatan yang m
en

: , Tujuan dan Sarana

a. Mewujudkan citra pasar yang nyaman aman dan bersih
) N bersij

berkwalitas dengan harga yang relatif murah dan terjangkau

d. Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada peningkatan laba
perusahaan

e. Peningkatan kesejahteraan karyawan

Tugas pokok PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah

| melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina

| Makagsar Raya Kota Makassar dan Pasar Terong Makassar, dapat digambarkan

[ "asil penelitian sebagai barikut :
1.Perencanaan

n tujuan dan
Perencanaan didefenisikan sebagai suatu proses menetapkan tuj

iputi -sumber yang
memUtuskan hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber:
i il dan jadwal yang
g "tk tugas yang diselesaiakan, findakan yang diambil dan -
i ' k mencapai tujuan
g kebijakam yang dikeluarkan pemerintah daerah untu




31

naan Yyang akan dila
perenca kukan oleh PD.Pasar

ot ngkatkanretribusi atau jasa pasar Terong

Makassar Raya dalam

naan memiliki p ,
Poren? Peran yang penting dalam pengelolaan pemungutan

tibusi pasar di kota Makassar. Peninjauan lokasi pasar merupakan langkah awal
jang harus dilakukan oleh PD.pasar Makassar raya sebelum menentukan wajib
retribus dalammenentapkan target pemungutan retribusi pasar.

a. Peninjauan Lokasi Pasar

Peninjauan lokasi pasar dalam hal ini disebabkan karena salah satu
pertimbangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan target pemungutan dan

pendapatan retribusi pasar yaitu melalui peninjauan lokasi atau survei untuk melihat

potensi masing-masing pasar yang menjadi tolak ukur atau patokan direksi-direksi

PD.Pasar Makassar Raya, tim pengawas dan kepala unit-unit pasar dalam

menentukan besarnya target pemungutan dan pendapatan dari tahun ketahun

berdasarkan aturan PERDA Nomor 12 tahun 2014 tentang pengurusan pasar dalam

Gaerah kota Makassar.
Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asnawi M Aras selaku kepala Humas dan

al 5januari 0017 seperti di bawah ini :

Hukum PD Pasar Makassar raya tangg
anggung jawab untuk melakukan

B horaitan donigan hal fu, Kita diber &
hat potensi pasar. Ka

ya dijadikan sebagai alat u

mi meninjau lokasi dan

Poninjauan okasi pasar untuk mel
kur untuk

Meihat kongisi pasar tersebut untuk nant"

sar yang kami lakukan peninjauan yaitu pasar
pa

®Ntukan target, nah salah satu
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terong kota Makassar dan nantinya akan di lakukan rapat yang selanjutnya disitu
dilihat berapa kira- kira targetnya.

Ditambahkan pula oleh pedagang di pasar terong, ibu Risma mengatakan
bahwa: * setiap tahun biasa ji memang dating itu bosnya Tanya-tanya bagaimana
penjualan , bagaimana kendalanya, jadi disitu mi juga biasa kita pedagang
sampaikan apa yang kita mau sampaikan” (wawancara tanggal 19januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
PD.Pasar Raya sebelum menentukan target pendapatan setiap pasar, petugas
PD.Pasar Makassar Raya telah meninjau ke pasar masing-masing untuk
mengetahui potensi pendapatan pasarnya. Hal ini juga untuk menentukan target

pemungutan dan penerimaan retribusi pasar, dan juga sebagai dasar para direksi-

direksi dalam menetapkan, tempat-tempat yang bias digunakan berjualan di dalam

pasar, menetapkan penggunaan peralatan, bangunan dan parkiran , dan juga untuk

menentukan waktu operasi pasar yakni jam buka dan jam tutup pasar.
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Gambar 1

Keadaan Umum Pasar Terong Makassar

 PASAR TERONG| I.',

_____KOTA MAKASSAR

P}

Pasar Terong yg memiliki gedung yg di bangun dan disiapkan oleh PD.Pasar
Makassar Raya yang terdiri dari jasa produksi yaitu 23 petak kios, 150 petak
hamparan. Jasa pengelolaan terdiri dari 1 petak ruko, 143 kios lantai 1 dan 2, 65
petak lantai basement, 47 petak kios baru, 44 petak hamparan lantai 1 dan 2, 65
petak hamparan basement, 600 petak pedagang kaki lima. Jasa penggilingan terdiri
dari 17 petak penggilingan daging, 25 petak penggilingan kelapa dan cabut bulu
ayam. Jasa penggunaan peralatan terdiri dari 10 bongkaran mobil, 15 bongkaran
gerobak, 25 mobil box, dan 1 parkir mobil/motor. Jasa rekomendasi dan administrasi
terdiri dari 10 rekomendasi, dan 200 izin perpanjangan kartu dengan pemungutan

retribusi Rp.3000-sampai Rp.7000/hari.
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b. Penetapan Target Retribygi Pasar

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah haruslah
mempunyai dasar hokum dalam hal undang-undang (UU), peraturan pemerintah
(PP), dan peraturan daerah (PERDA). Demikian pula retribusi pasar di kota
Makassar yang dikelolah oleh PD.Pasar Makassar Raya didasarkan pada peraturan
daerah kota Makassar nomor 12 tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalam

daerah kota Makassar.

Retribusi pasar adalah pungutan yang mempunyai sifat yang berlaku secara
umum bagi mereka mereka yang ingin menikmati kegunaan dari satu jasa yang
diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya bagi para pedagang yang masuk
kedalam pasar untuk berjualan walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan

retribusi pasar.

Penetapan retribusi pasar bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi
PD.Pasar Makassar Raya untuk memungut sejumlah uang dari pedagang yang
pada akhirnya nanti pengguna dana tersebut dapat digunakan untuk peningkatan

fasilitas pasar. Selain itu juga tarif pasar ini untuk menghindari adanya pungutan liar

dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam penetapan tariff retribusi pasar maka PD.Pasar Makassar raya mengacu

pada prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif yang tertuang pada peraturan

daerah kota Makassar nomor 12 tahun 2004 yaitu :

1. Besarnya tariff di dasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan

memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pasar.
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2. Biaya meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bung@ dan biaya

modal.

gedangkan mengenai struktur dan besarnya tariff terdiri atas :

1. Retribusi tahunan yaitu jasa rekomendasi dan administrasi berupa surat
rekomendasi dan izin perpanjangan kartu.
2. Retribusi bulanan yaitu penggunaan fasilitas pasar berupa jasa produksi yaitu

lods, kios dan petak MCK

a Jasa pengelolaan dan pelayanan harian berupa kios, losd, pelataran,

3 Retribusi harian yaitu penggunaan fasilitas jasa harian berupa :
pedagang kaki lima, pedagang kaki lima senja.

|

!

b. Jasa penggilingan berupa petak penggilingan daging, petak penggilingan

kelapa, petak cabut bulu ayam.

¢. Jasa penggunaan pelataran berupa bongkar muat yaitu bongkaran mobil

box dan parker.

Dalam melaksanakan penetapan retribusi, maka seetiap tahun anggaran,

PD.Pasar Makassar Raya melakukan koordinasi dengan unsure terkait seperti

direksclireksi. kepala unit, dan badan pengawas PD.Pasar Makassar Raya dan

menyusun rencana penerimaan. Koordinasi perencanaan yang dilakukan tersebut

termasuk didalamnya penetapan target penerimaan retribusi pasar setiap tahun

anggaran yang nantinya akan dituangkan dalam rancangan kerja anggaaran

pendapatan dan belanja.

. Sumber-sumber target penerimaan pemungutan retribusi terdiri dari jasa produksi

an setiap bulan, jasa pengelolaan harian dan jasa administrasi di

ibayark




payar tahunan. Sumber-

Sumber t s
ersebut memilikj target penerimaan pemungutan
yang berbeda-beda di setiap pasar.

2.Pelaksanaan

Setelah proses perencanaan selesai dilakukan, maka diperlukan suatu
pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari proges perencanaan. Adapun proses proses
pelaksanaan pada pengelolaan retribysi pasar meliputi pemungutan retribusi pasar,
penyetoran retribusi pasar dan pembukuan penerimaan serta pelaporan retribusi

pasar.

a. Pemungutan retribusi
Berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah bahwa pengelolaan retribusi daerah tidak dapat dipihak
ketigakan melainkan dilaksanakan oleh pemerintah  daerah.Untuk
pengelolaan pemungutan retribusi pasar dikelola langsung oleh PD.Pasar
Makassar raya dengan memberikan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan
kepada direksi, kepala unit pasar dan petugas pemungut retribusi masing-

masing pasar dan dipungut biaya perdasarkan yang tercantum dalam karcis

atau tanda bukti pembayaran.

Petugas pemungut retribusi merupakan aparat dari pd.pasar Makassar raya

yang ditugaskan sebagai penanggund jawab setiap pasar untuk memungut retribusi
menggunakan karcis.Para petugas pemungut diwajibkan menarik retribusi kepada

Waijib retribusi setiap hari dan diberi wewengang untuk memungut dilokasi masing-
.. L ditunjuk sebelumnya oleh tiap-tiap unit pasar. Setelah penarikan
y
& kemudian di setor langsung ke keuangan unit pasar masing-masing
| ke [
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Dalam melaksanakg
N Operasi
Perasi pemungutan pelaksanaan setiap pasardi mulai

ul 05.00 pagi sampai i
puk Pal pukul 12.00 Slang, petugas pemungut dating lebih awal

icbanding penjual k
disbanding penj arena sebelum Pembongkaran muatan dikenakan retribusi
(karCiS bongkar muat)

Petugas pemungut menyerahkan karcis (benda berharga) yang telah di cap

sesuai dengan nomor seri dan tanggal. Para pedagang dengan kewajibanya

membayar retribusi tersebut sesuai dengan tariff yang di tentukan berdasarkan
luaslokasi dan fasilitas yang digunakan.Pedagang yang belum laku jualannya di beri
waktu untuk membayar sampai mereka mendapatkan hasil penjualan. Sesuai

pemyataan petugas pemungut retribusi pasar darurat selatan pada wawancaranya

tanggal 19 januari 2017

“Dalam memungut retribusi, kita kolektor juga harus mengerti kalau pedagang
belum banyak pembelianya biasanya kita berikan waktu. Kita tagihkepedagang yang
lain dulu. Nanti kita kembali lagi menagihkepedagang yang belum bayar tadi. Jadi

dalam memungut retribusi, sama-sama mengerti keadaan”.

Ditambahkan pula oleh petugas pemungut retribusi pasar pada wawancara tanggal

19 januari 2017Bahwa :

“Saat memungut retribusi banyak kendalanya. Terutama pedagang yang

bilang belum dapat pembeli, belum lagi pedagang musiman yang jarang mau bayar

retribusi, banyak alasanya. Kalo tidak membayar pedagang kena teguran dari kepala

pasar, jadi serba salah kita petugas karena kita juga kasihan tapi inikan tugas dan

edagang adalah wajib retribusi.




agang di pasar dar ; oo
pedagang a1 p urat dominan Penjual tidak menetap termasuk pedagang kaki

lima.

Adapun prosedur pemungutan retribusi pasar secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Setiap tempat yang berada dalam lokasi bangunan pasar yang di manfaatkan
oleh pedagang sebagai wajib reiribusi baik itu kios,lods dan pelataran
akandikenakan retribusi pasar sesuai dengan PERDA nomor 12 tahun 2004
tentang pengurusan pasar dalam daerah kota Makassar.

b. Petugas pemungut retribusi akan melakukan pemungutan kepada setiap

pedagang/wajib retribusi setiap hari dengan menyerahkan karcis sebagai

tanda bukti pembayaran retribusi yang menjadi kewajiban.

c. Setelah melaksanakan tugasnya, petugas pemungut kemudian menyerahkan

uang hasil pungutan beserta sisa karcis dan karcis yang telah laku kepada

koordinator pasar dan petugas pemungut memperoleh surat tanda terima dari

koordinator/keuagan unit pasar

ungutan retribusi pasar petugas pemungut,

d. Setelah menerima uang hasil p
nit pasar kemudian menyerahkan uang hasil pungutan

maka koordinator u
pendahara penerima pada bidang keuangan

reebut dan sisa karcis kepada

) Pasar Makassar raya.




kepada unit-unit pasar dengan harapan tidak terjadinya kebocoran-kebocoran dalam

By 2naarya, Kami juga melakukan peningkatan sumber daya aparatur dalam
melaksanakan tugasnya, disamping itu kami juga meningkatkan sarana prasarana di

pasar, setelah itu baru kami melakukan sosialisasi kepada para pedagang di pasar. (

wawancara tanggal 5 januari 2017 )

Sosialisasi sangat penting dilakukan agar petugas dilapangan memahami tugas
dan tanggung jawabnya, begitu juga bagi pedagang harus memahami agar dalam

pelaksanaan tidak terjadi kesalapahaman antara petugas dengan pedagang, karena

masih banyak pedagang yang belum terlalu memahami tariff retribusi pasar, seperti

yang dikatakan oleh pedagang di pasar terong bahwa :

i Saya belum terlalu mengerti, karena kalau diminta sama petugas karcis langsung

ayar, tapi saya herang tong kenapa itu petugas yang pungut karcis beda-beda. Ada

: 9 di pungut Rp.2.000 ada juga Rp.3.000 ada juga yand tidak dikasi itu robekan
karcis. (wawancara tanggal 19januari 201 7)

i ke petugas pemungut dan kepala pasar, menurut
[

" Hal ini telah di konfirmas

mungut bahwa :
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Memang kadang ad
a b
Soerapa Pedagang saya tidak berikan

bekankarcisnya karena
0 kendalanya, g fobekan karcis itu harusnya pedagang

isalnya bayar Rp.3.000 -/hari )
m 0,~/hari, tapi karena alasan kurang pembeli maka

dagang hanya bayar
pedag yar Rp.1.000,- atay Rp.1.500,- tidak mungkin saya berikan

kan karcis Rp.3.000,- i
robe P-3.000,- karena tidak sesyai dengan yang dia bayar , tapi tetap

i rit ;
kita kolektor itu melaporkan ke unit pasaar. (Wawancara tanggal 8 februari 2017).

Lebih lanjut menurut Kepala Unit Pasar bahwa -

Memang kadang sering terjadi hal seperti itu. Nah itulah salah satu
kendalanya di lapangan yang seharusnya bayar retribusi Rp.3.000,-/hari karena
alasan macam-macam misalnya lapak baru buka, belum ada pembeli sehingga
hanya sanggup bayar misalnya Rp.1.000,-/hari, otomatis tidak mungkin di berikan
robekankarcisnya. Tetapi tetap petugas pemungut kami di pasar tetap

melaporkan hasil pungutan tersebut.(Wawancara tanggal 10februari 2017).

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Asnawi M Aras selaku kepala

Humas dan HukumPD.Pasar Makassar Raya bahwa:

ltukan salah satu kendala dalam proses pemungutan retribusi di pasar, itu

menjadi tanggung jawab oleh kepala pasar di unit masing-masing bahgaimana

Pertanggung jawaban dana tersebut agar tetap di laporkan ke kantor setiap hari.
Kalau misalnya memang ada unsur penyimpangan yang kita temukan di lapangan,
nksi-nya. (Wawancara tanggal Sjanuari

Pasti kita akan berikan teguran dan ada sa

217)
Lebih laniut dari hasil observasi penulis ketika ikut dalam proses pemungutan
ju

ku, atau kurang pembeli
angd dagangannya pelum laku g

busi pasar, pedagand Y

e




41
ang memang hanva
e Y& membayar Setengah dari nj
I nilai retribusi dj

,ersebut tentu saja akan mengurang; karcis. Hal

tingk :
agang juga tidak dapat dj J%@t penerimaan retribusi akan tetapi
e ' Paksakan karena mereka bel
elum memperoleh

reuntungan untuk membayar retribusi pasar

g, penyetoran retribusi

Setelah petugas pemungut retribusi selesai memungut retribusi, dari hasil
pungutan tersebut kemudian di setorkan kepada koordinator di unit pasar dengan
menandatangani surat tanda terima uang dari petugas pemungut retribusi.
Kemudian koordiantor membuat laporan pemungutan dan penyerahan ke PD.Pasar

Makassar Raya seperti table di bawah ini :

Laporan Pemungutan Retribusi Harian
Pasar Terong Makassar

Tahun 2016
No. | Nama Petugas | Kode Karcis | Nilai Jumlah Hasil | Jenis
's‘ Pemungut yang Laku Karcis Pungutan/hari | Retribusi
i?Syamsuddin WWW 200.000,- | Petak PKS
2\ H.A. Hilal ‘WW Rp. 350.000,- | Petak PKS
'3 Yusuf Kadir WWWTWPKT
. - B |

| tahun 2016
Sumber -PD.Pasar Makassar kaya tahun

isa i i untuk kemudian
Bersama dengan itu juda karcis yang tersisa ikut diserahkan

penagihan yan

g selanjutny@ akan melaporkan pada

Pasar Makassar Raya di bank

‘@porkan padasub bagian

.Pasarbahwa g
Sel sepertj yang di tuturkan oleh anggotd PD



penyetoran dilakukan oleh pet
ugas pasar
; : . melalui staff ini -
n di masing-ma 3 administrasi dan
keuanga g-masing unit setiap har untuk dil
ilaporkan kr sub bagian

ancara tanggal 5 januari 2017).

wew
membahas mulai dari
setelah I dari pungutan retribusi pasar hingga pada pembukuan d
ukuan dan
nya, mak ' 1
pelaporanny a di ketahui bahwa proses pelaksanaan pada proses
pemungutan retribusi secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pemungutan

ctibusi pasar secara ringkas dapat di laksanankan sebagai berikut :

2 Setiap tempat yang berada dalam lokasi pembangunan baik itu kios, los dan

pelataran pasar yang di manfaatkan oleh pedagang sebagai wajib retribusi pasar.

b. Setelah melaksanakan tugas para petugas pemungut retribusi menyetor

hasil pungutannya ke coordinator unit atau bagian keuangan di unit masing-

masing dan sisa lembar karcis yang tersisa.

c. Setelah menerima uang hasil pungutan retribusi pasar dari petugas

pemungut pasar, maka keuangan tiap unit-unit pasar menyerahkan uang hasil

pungutan tersebut kepada bendahara khusus penerima.

Dari pembahasan diatas yand di mulai dengan pemungutan, penyetoran
ar dapat di tarik kesimpulan

Sampai o
MPai pada pembukuan dan pelaporan retribusi pas

pat beberapa hambatan yang di hadapi,

bahw
a dalam pelaksanaanya masih terda
ai waijib retribusi diantaranya

bajk . . .
" yang perasal dari pedagang ity sendiri sebag
r retribusi tidak sesuai

pasar yang kadang tidak tepat

dengan ketentuan

Pedagang yang dalam membay@

| alasan sepi pembeli jug@ dari pihak unit

"enyetor yang hasil pungutan harian.



pengawasan merupaka
Pakan salah saty yang sangat penting dan merupakan
: tidak d I pi
bagian Yang apat di pisahkan dalam pelaksanaan retribusi pasar.Pengawasan

gilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perenc
1 S anaan

g berlaku serta tidak terjadi

4 ;
ya penyimpangan-penyimpangan ataupun

penyalahgunaan dan kebocoran keuangan.

Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh
kegiatan untuk menjamin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau
instruksi, mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan

kegiatan, mencari bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tanpa pengawasan maka jalannya pelaksanaan kegiatan suatu organisasi

tidak dapat dinilai, apakah telah sesuai dengan rencana organisasi atau telah

menyimpang dari arah yang telah di tentukan sebelumnya.Untuk itu pengawasan
masuk pada pengelolaan

perlu dilakukan pada setiap pelaksanaan suatu kegiatan ter

Pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar itu sendiri.

pak Mohammad RamdhanPomanto melantik 21 orang

Walikota Makassar ba
haan Daerah (Perusda) di Makassar pada

¥ang menjabat Badan Pengawas Perusa

us untuk pD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar

anggal 31 Mei 2016 dan khus
u bapak Hasanuddin AT sebagai Ketua,

§ ¥ang di lantik jadi badan pengawas yait

ai sekertaris dan bapak Muslim sebagai anggota.

%apak Nuryanto G Liwang sebad

r Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kota Makass@
4 Tahun 1999 tentang

Pembentukan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor
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ghaan Daerah Pasar M
o akassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat Il U
ingka jung

pgndand- pasal 17 yang berbunyi :

nggota Badan Pe iri
1. Angg ngawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) ora
orang

dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;

gusunan keanggota

| ggotaan Badan Pengawas dimaksud ayat (1) terdiri dari 1
satu) orang ketua
(satu) g merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap
anggota, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggotanya;

3. Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan

maksimum 4 (empat) tahun atas usul Direktur Utama dengan melampirkan :

a Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman

kerja;
b. Surat pernyataan badan pengawas yang menyatakan bahwa antara calon
anggota Badan Pengawas yang di usulkan tidak mempunyai hubungan

keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertical maupun garis

asuk menantu dan ipar (hubungan keluarga semenda

horizontal, term

lainnya);

¢. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang di

usulkan ;

d. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;

e. Pas foto ukuran 4x6 cm;
n Surat Keputusan Ke
ebih dahulu dikonsull

pala Daerah tentang pengangkatan

Sebelum dikeluarka
tasikan dengan pimpinan

Nggota Badan Pengawas terl

awas yang lama berakhir;



I
R T T e

ermohonan sebagaim m
: gaimang tersebyt dala ;
ayat

. eksi selambat- ; ini
Dir t-lambatnyg 3 (tiga (%) pasal ini disampaikan oleh

)

bulan

se

Badan Pengawas yang lama bergip, Pelum masa jabatan anggots
T,

adapun tim pengawas itun;
yang ditunjuk langsung oleh tindakan
pengawasan

te adap retribusi pasar dapat dibedakan menjad
rh njadi :
d. Pengawasan Langsung

engawasan langsung ini di n

Peng lang g ini dilakukan oleh atasan kepada bawahannya.Untuk

melaksanakan wasan r n |
pengawasa terhadap pelaksanaa pemungutan  retribusi

rasar.PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar telah membentuk tim monitoring

yang ditunjuk langsung melakukan monitoring kinerja dari petugas pemungut pasar.

yang mengawasi secara

dah

Peranan bagian pengawasan sebagai tim monitoring

langsung kerja-kerja petugas pemungut di lapangan dan di kantor. Hal ini su
Menjadi fungsi dari seorang atasan untuk menilai keseharian bawahannya di kantor.

hadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

P
engawasan secara langsung er
retribusi

|
Ngat perlu dilakuakan untuk menjamin pbahwa pelaksanaan pengelolaan
retribusi pasar tela

pengawas melaku

h berjalan sesuai dengan

Pasa
" terkhusus pada pemungutan
kan wawancara

kete
Muan yang berlaku.Bahkan jika perid:
ai wajib retribus

i dan memeriksa karcis atau

sesuai ketentuan yang

langs
8sung dengan pedagang sebad
: apakah
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<

. ataukah ada penyelewengan_Adapun bentuk Pengawasan karcis atau benda
8

rga sebagai berikut.
Mha

pe
Gambar 2

Karcis atauBendaBerharga di PD.Paga, Makassar Raya yang akan di

bagikan kepada waijib retribusi pasar kota Makassar

ribusi dan

; emungut ret
Gambar 2 di atas merupakan salah satu media untuk m

‘ n warna karcis
ah satu bentyk pengawasan dengan membedaka

f u kepala Humas dan
Sesuai dengan pernyataan Bapak Asnawl M Aras selak

ahwa :
Huku'ﬂPD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar b

wasan |a m kami. A i awasan
im-ti i. Ada tim peng
Penga asan langsung dilakukan oleh tim-ti k PR g
i m, bagian keuangan, agia
ng Yang telah dibentuk dan tim dari bagian umu o]

kepala unit pasar.
n dan kein

Prasarana, bagian ketertiba



ang bertuj
beda yang Juan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan

tanggal 5 januari 2017).

(Wawancara

Hal ini pula dipertegas oleh kepala unit Pasar Terong Makassar -

Bentuk pengawasan saya lakukan terhadap pegawai di unit pasar ini dengan
melihat langsung prosesnya, kami turun kelapangan bersama tim pengawas dan
tim bagian lainnya. Saya meminta dan memeriksa laporan-laporan yang masuk
dari pedagang ataupun masyarakat, kemudian di singkronkan untuk melihat
apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan kami atau

hal-hal yang periu di benahi dalam pemungutan retribusi ini.(WWawancara tanggal

8 februari 2017).

g di Pasar Terong, Bapak Rudi

Hal senada di sampaikan olen salah satu pedagan

-

bahwa :

Kalau pengawasan yang selama ini di lakukan oleh PD.Pasar Makassar Raya
a kepala pasarnya turun ke pasar tanyakan apa

cukup bagusji karena biasa ad

pemungutan liar. Jadi kami ini pedagang bias keluarkan

kendalanya, apakah ada |
n retribusi. Apakah di

i munguta
masalah-masalah yangd kami alam! saat proses pemung

jum tau juga. Apak
karena yand biasa te
g belum ada pembeli, seka

ah hanya sekedar tanya-tanya saja,

tind iuti nantinya be

tapi kayaknya di tindak lanjutij
pagdi, kadan

rang sudah

retribusi pasar yand terlalu
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tidak. Pasti datang dj g :
tas jam 10.00 Pagi sudah rame-ramenya itu pembeli.

(Wawancara tanggal 19 janyari 2017)

Lebih lanjut di sampai
j Paikan oleh pedagang telur dan buah-buahan di Pasar Terong,

\ e o _ :
Hj.Marni wawancara tanggal 19 januari 2017bahwa : “Kalau Songewasan selasm

tidak ada masalah. Berjalan bagusji karena tidak pernah ada pungutan lain saya

bayar selain pungutan harian saya bayar”.

Menurut petugas pemungut retribusi di Pasar Terong Makassar bahwa

Pengawasan dilakukan oleh tim dari kantor. Memang ada timpengawasnya
yang memantau tangsung ke fapangan, bukan orang kantor PD.Pasar Makassar
Raya jadi tidak mungkin kita pemungut retribusi ini berani salah gunakan uang.

(Wawancara tanggal 19 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan adanya

pengawasan langsung ini, penerimaan retribusi pasar biar di tingkatkan. Dengan

adanya pengawasan ini petugas pemungut retribusi tidak bias memanipulasi data

hasil retribusi pasar yang telah di pungutnya, karena adanya pengawasasn tersebut.

Dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pungutan-pungutan terhadap pedagang

sebagai wajib retribusi di juar yang telah di tentukan dalam Peraturan Daerah Kota

Makassar dapat di minimalisir bahkan di hilangkan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Selain melalui pengawasan secara langsung, pengawasan tidak langsung juga
dilakukan.Pengawasan secard tidak langsung ini berupa evaluasi data atau yang
bersifat administrasi, artinya atasan memeriksa hasil kerja pegawainya yang berupa
laporan-laporan hasil kerja termasuk laporan realisasi penerimaan pemungutan




unsur-menyimpang atau tidak, untuk di tindak lanjuti di bagiannya masing-masing

atau  langsung ke pegawai yang bersangkutan untuk konfirmasi

masalahnya.(Wawancara tanggal 19 januari 2017).

Pengawasan terhadap petugas pemungut di masing-masing pasar dapat di
lakukan oleh bagian pPengawas secara rutin untuk turun ke lapangan memeriksa
karcis yang telah laku dan tersisa dengan jumlah uang yang disetorkan kepada
bendahara penerima yang telah di setor ke rekening kas daerah seperti yang di
sampaikan oleh Bapak Asnawi M Aras selaku kepala Humas dan HukumPD.Pasar

Makassar Raya Kota Makassar sebagai berikut :

Ada namanya mengevaluasi data-data.ltu yang dilakukan pada pengawasan
tidak langsung ini. Mengevaluasi benda berharga yang telah keluar dari sub
bagian penagihan dan di cek dengan karcis yang laku dan uang yang di setorkan.

(Wawancara tanggal 5 januari 2017).
Lebuh lanjut dikatakan oleh petugas pemungut retribusi Pasar:

Setiap hari secara tidak langsung kita petugas ini di evakuasi karena setiap
hari kepala unit pasar tanyakan berapa karcis yang keluar dan berapa setorannya

karena ity laporan harus singkron semua kalau memang tidak ada penyimpangan
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rjadi
yang terjadi pada saat pemungutan karena bukan hanya cek ke petugas

pemungut saja tapi juga turun ke lapangan cek langsung sehingga memang kalua

ada penyimpangan mudah untuk di temukan. Jadi kami petugas pemungut tidak

berani macam-macam.(Wawancara tanggal 19 januari 2017).

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan pengelolaan

pemungutan retribusi pasar di PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar baik

secara langsung maupun secara tidak langsung telah terlaksana dengan baik

walaupun masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan di tingkatkan.

Dengan adanya tim pengawas yang memang mengawasi seluruh pengelolaan

pemungutan retribusi dan mengawasi kinerja seluruh pegawai serta mengawas|

pengambilan kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh para direksi PD.Pasar

Makassar Raya Kota Makassar.
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BAB v

KESIMPULAN DAN SARAN
A, Kesimpulan

Be A haslpeneiitian tentang retribusi pasarTerong di Kota

Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut -

1.Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Di Kota Makassar dalam hal ini
pengelolaan pemungutan retribusi pasar di PD.Pasar Raya Makassar belum berjalan
secara optimal karena masih banyak pedagang yang potensial untuk menambah
pemasukan pemungutan retribusi pasar tetapi belum terdata karena masih ada
pedagang yang tidak menetap/pedagang musiman bahkan cenderung berpindah-
pindah tempat.

Adapun upaya yang akanakan di laksanakan PD.Pasar Makassar Raya

dalam meningkatkan penerimaan ratribusi pasar Terong Di Kota

Makassar yaitu sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi

yang ada di pasar.

b. Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.

¢c. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap

peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing

dalam membayar tagihan.

d. Meratakan semua tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua

pedagang, baik yang menempati ruko, front tako, kios, lods dan

pelataran.

e. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka

pembangunan rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana
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pasar.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi
dalam hal SDM (sumber daya manusia) belum maksimal dan
efektif dalam menjalankan tugasnya karena dengan melihat kualitas
petugas/kolektor dalam memungut retribusi atau jasa pasar. Hal ini diakibatkan
karena masihbanyak sebagian wajib retrubsi yang tidak mau membayar tagihan
retribusi
atau jasa harian pasar, ini dikarenakan karena petugas atau kolektor

kurang tegas dankurangnya pendekatan dalam melakukan penagihan kepada wajib

retribusi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan seﬁubungan dengan strategi

peningkatan retribusi jasa pasar Terong Kota Makassar adalah sebagai

berikut :

1. Proses pelaksanaan, terkait masalah sumber daya manusia yangbelum optimal
dalam melakukan tugasnya diharapkan PD.PasarMakassar Raya melakukan
pendidikan dan pelatihan (Diklat) danmemberikan motivasi kepada semua
pegawainya terutama kepadapetugas/kolektor dalam memungut retribusi agar
prosespemungutan retribusi dapat berjalan efektif dan optimal, Jumlah petugas
penagih retribusi (kolektor) Pasar Terongmasih perlu ditambahkan (SDM) yang
profesional agar prosespemungutan berjalan dengan efektif dan penerimaan

retribusi jasapasar dapat meningkat.

2.Kepada petugas/kolektor pemungutan jasa pasar agar dapatmelaksanakan

tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-
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aturan yang ada sehingganproses pemungutan dapat berjalan dengan efektif.
Kepada PD.Pasar Makassar Raya harus memperhatikankesejahteraan kolektornya
karena hal ini dapat berpengaruhterhadap kinerja para kolektor pemungut jasa pasar
khususnyaPasar Terong.Kepada PD.Pasar dan kepala pasar diharapkan
memberikan sangsitegas kepada wajib retribusi yang lalai dalam dalam

tanggungjawabnya yaitu membayar tagihan retribusi.
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